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ABSTRAK 
 
ANDI PRATIWI YASNI PUTRI, B11113550, PEMBAGIAN URUSAN 
PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN 
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI BIDANG PENDIDIKAN. 
Dibimbing oleh Marwati Riza, selaku Pembimbing I dan Zulkifli Aspan, 
selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan urusan 
pemerintahan konkuren dalam UU.No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah di bidang pendidikan, apakah telah melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku tentang pemerintahan dan 
bagaimana hubungan antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan 
Dinas Pendidikan Kota Makassar. Melalui hasil wawancara dan kemudian 
di analisis secara diskriptif.  
Hasil Penelitian menujukkan bahwa Pengaturan urusan pemerintahan 
konkuren dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di 
bidang pendidikan adalah telah termasuk dalam kategori urusan wajib yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga pembagian urusan 
pemerintahan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam sub urusan 
Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga 
Pendidik, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Implikasi hukum 
pembagian urusan pemerintahan konkuren antara provinsi dan 
Kabupaten/Kota yaitu terjadi polemik dari perpindahan kewenangan di 
bidang pendidikan sehingga membuat pelaksanaan otonomi daerah di 
bidang pendidikan menjadi tidak efektif dan efisien dikarenakan penetapan 
konkuren menganggu pelayanan tidak efektif termasuk perpindahan asset 
sekolah. 
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ABSTRACT 
ANDI PRATIWI YASNI PUTRI (B11113550), CONCURRENT 
GOVERNMENT AFFAIRS DIVISION BETWEEN THE PROVINCIAL AND 
DISTRICT/CITY GOVERNMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION, 
Supervised by Marwati Riza and Zulkifli Aspan 
 This study aims to determine the setting of government affairs 
concurrent in Law No.23 of 2014 concerning in the field of education, 
whether it has been carrying out their duties in accordance with the 
legislation in force on governance and how the relationship between the 
Department of Education province ranked South Sulawesi Education 
Agency Makassar.  
This research was conducted at the Department of Education South 
Sulawesi and Makassar City Department of Education through the 
interviews and then analyzed descriptively. Results showed that the setting 
of government affairs concurrent Law No.23 of 2014 concerning local 
government in the field of education is already included in the category of 
obligatory functions related to basic services so that the divison of 
government affairs education between the central government, provincial 
government and district/city government explained in sub affairs of 
educational management, curriculum, accreditation, educators and 
educators, licensing education, language and literature, legal implications.  
Concurrent governmental affairs divison between provinces and 
districts/ cities, the polemics of the transfer of authority in the field of 
education so as to make the implementation of regional autonomy in 
education becomes effective and efficient in because Determination of 
concurrent interrupt ineffective services including asset schools. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan 
pendidikan sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. Untuk itu 
mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI 
terdiri atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu terdiri atas Daerah 
Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan 
Daerah tersendiri. Adanya hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah 
dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat 
pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali 
dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional 
yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih 
lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah 
melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut 
memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial.1 
Mengingat hal tersebut di atas maka aspek pembangunan di bidang 
pendidikan menjadi sangat penting dan merupakan peran utama bagi 
                                                          
1Penjelasan Umum Undang-Undang  Nomor Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
2 
negara. Untuk itu pendidikan yang merupakan salah satu hak asasi 
manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya diperjelas mengenai 
penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu hak asasi 
manusia yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan negara. 
Sehingga diperlukan pula peran negara dalam arti peran pemerintah pusat 
dalam pembangunan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Diketahui 
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah mengatur bahwa regulasi tentang pendidikan secara 
teknis dilimpahkan ke daerah. 
Adanya desain konstruksi terkait distribusi urusan pemerintahan ini 
telah secara definitif dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Pengaturan tersebut memberikan kejelasan bahwa pelaksana urusan 
pemerintahan adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain tentu saja 
Kementerian Negara. 
Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi 
wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah 
kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum 
di wilayah Daerah Provinsi. Daerah Kabupaten/Kota merupakan Wilayah 
Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam 
3 
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Pembentukan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan daerah Kota 
ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa 
penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan 
atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah 
dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang 
bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. 
Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya 
dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh 
pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah Kabupaten/Kota. 2 Dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat 
melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat 
pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan 
kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, 
efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan 
pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan 
pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
                                                          
2Siswanto Sunarno,2012.Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika Ofset, 
Jakarta,  hal 34. 
4 
kabupten/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait , 
tergantung dan sinergis.3 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 9 mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan 
konkuren antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 
Pendidikan menjadi investasi yang memberi keuntungan sosial dan pribadi 
yang menjadikan bangsa bermartabat dan menjadikan individunya menjadi 
manusia yang memiliki derajat. Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan 
dalam pembangunan di indonesia Dari segi konkuren pembagian urusan 
pemerintah seringkali terdapat masalah antara pusat dan daerah 
khususnya di bidang pendidikan. 
Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan 
territorial  atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang 
pada lokasi lintas  Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi 
berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang  untuk tingkat kota/ kabupaten 
berada pada area dalam kota/kabupaten. Dalam undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga, seperti dalam lampiran 
matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, jika kita masuk 
kedalam bidang dan sub bidang, maka  pusat, daerah provinsi dan kota/ 
kabupaten mempunyai porsi kewenangannya  masing-masing. Misal dalam 
bidang pendidikan,lalu jika dipilih sub bidang,  manajemen pendidikan 
contohnya kewenangan pusat pada penetapan standar pendidikan, untuk 
                                                          
3Ibid, hal 35. 
5 
provinsi berwenang mengelola pedidikan menengah dan untuk 
kota/kabupaten mengelola pendidikan dasar.4 
Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat 
dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 
ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan 
wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan terdiri atas enam substansi urusan pemerintahan yaitu 
manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga 
pendidikan, perizinan pendidikan dan bahasa dan sastra.5.  
Sejumlah permasalahan terkait perubahan kewenangan pasca 
terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah khususnya di bidang pendidikan, salah satu permasalahannya yaitu 
adanya batasan-batasan pembagian urusan dalam bidang pendidikan 
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota. Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah akan terjadi perubahan yang cukup 
signifikan mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah 
dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota 
kepada Pemerintah Provinsi.6 
                                                          
4 Diakses Melalui Http://Www.Hukumpedia.Com/Twtoha/Pembagian-Urusan-
Pemerintahan-Menurut-Undang-Undang-No-23-Tahun-2014-Tentang-Pemerintahan-
Daerah Pada Tanggal 1 Januari 2017 Di Makassar 
5  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2015, Penerbit Pustaka 
Mahardika,Yogyakarta,2015,Hal 579 
6Diakses melalui http://www.mediapendidikan.info/2014/12/pemindahan-kewenangan 
penyelenggaraan-pendidikan-menengah-dari-pemerintah-kabupatenkota-kepada-
pemerintah-provinsi.html pada tanggal 10 Januari 2017 di Makassar. 
6 
Melihat latar belakang yang di uraikan maka penulis berpendapat 
perlunya dilakukan penelitian mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan 
Konkuren antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota 
di bidang Pendidikan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka di 
rumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan urusan pemerintahan konkuren dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah di bidang pendidikan? 
2. Bagaimana implikasi hukum pembagian urusan pemerintahan 
konkuren antara Provinsi dan Kabupaten/Kota? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai pada tujuan ini adalah: 
1. Untuk mempelajari dan menganalisis pengaturan urusan 
pemerintah konkuren dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pembagian urusan 
pemerintahan konkuren antara provinsi dan Kabupaten/Kota 
 
D. Manfaat penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Memberikan sumbangsi pemikiran di bidang hukum pada 
umumnya dan di bidang hukum tata negara pada khususnya 
7 
2. Memberikan pemahaman kepada penulis untuk menerapkan 
dan memperluas wawasan dalam bidang hukum sebagai bekal 
untuk terjun kedalam masyarakat nantinya 
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BAB II 
TINJUAN PUSTAKA 
 
A. Pemerintahan 
1. Pengertian Pemerintahan 
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan 
oleh negara dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Jadi tidak 
diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan fungsi legislatif dan 
yudikatif. Sedangkan Pemerintahan dalam arti sempit tidak lain adalah 
penyelenggaraan fungsi eksekutif dari negara yang dalam hal ini dapat 
dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level 
yang paling rendah, seperti Kepala Desa.7 
Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh 
melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah 
kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang 
tertinggi yang memerintah sesuatu negara seperti kabinet merupakan suatu 
pemerintah. 
 Hal ini berbeda, istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan.8 
Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas 
(in the broad sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense). 
Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara, 
yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, 
                                                          
7 Hestu Cipto dan Y. Theresjanti, 2000. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, 
Universitas Atmajaya Yogyakarta:Hal 45 
8 PipinSyarifin dan Dedah Jubaedah, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka 
BaniQuraisy: Hal 63 
9 
legislative, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang 
bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian 
sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.9 
Pengertian pemerintah dalam rangka hukum administrasi digunakan 
dalam arti “Pemerintahan Umum” atau “Pemerintahan Negara”. Pemerintah 
dapat dipahami melalui dua pengertian di satu pihak dalam arti fungsi 
pemerintahan (kegiatan memerintah), dilain pihak dalam arti organisasi 
pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).10 
Negara Hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan 
antara pemerintah dan rakyat yang mengedapankan atas kerukunan. 
Menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia 
adalah:11 
a) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan 
asas kerukunan; 
b) Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan-
kekuasaan negara; 
c) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 
merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal; dan 
Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
                                                          
9Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 
(Bandung: Alumni, 1997), hlm. 158-159. 
10 Philipus M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia.(Yogyakarta:GajahMada University Press.2008),6. 
11Romi Librayanto. 2008. Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Pusat 
Kajian Politk, Demokrasi Dan Perubahan Sosial. Makassar.Hlm. 16-17 
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Sehingga dalam perwujudan dari negara hukum Indonesia hanya 
terletak pada dasar bertumpu, yaitu keseimbangan hubungan antara 
pemerintah dan rakyat.  
2. Pengertian  Pemerintah Daerah  
Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses 
yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal 
dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan 
administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat 
keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang 
diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif 
adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada 
pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan 
peraturan sampai keputusan substansial 
Pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab 
berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan 
tujuannya, yaitu:12 
1) Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah negara; 
2) Sesuai atau tidaknya pembangunan di seluruh wilayah negara; 
3) Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; 
4) Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintahan pusat 
dengan pemerintah daerah; dan 
5) Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah. 
                                                          
12Widjaja. 2005.Penyelenggaraan otonomi di Indonesia. Jakarta. Hlm. 146 
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Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 
Tahun 1945.13 
Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan 
memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta 
memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada 
masyarakat melalui Camat. Kemudian, Camat menginformasikan kepada 
Lurah dan masyarakat akan mendapatkan informasi yang dimaksudkan dari 
RW dan RT setempat. 
Pemerintah mengatakan bahwa selain itu semua, pemerintah 
daerah harus menjalankan urusan pemerintah konkuren dalam rangka 
melaksanakan peran desentralisasi dan tugas pembantuan. Urusan 
pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. 
Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar, diantaranya adalah pekerjaan umum, penataan ruang, pendidikan, 
kesehatan, pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan, 
urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pertanahan, 
                                                          
13Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi 
kependudukan, perhubungan, lingkungan hidup dan lain-lain. 
 
 
3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah 
Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses 
yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal 
dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan 
administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat 
keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang 
diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif 
adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada 
pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan 
peraturan sampai keputusan substansial.14 
Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan 
UUD NRI 1945 yang secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) 
menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (5) tertulis 
“pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan 
pemeirntahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
                                                          
14La Ode Bariun. 2015. Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian 
Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program 
Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.Hlm. 136 
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pemerintahan pusat. Dan ayat (6) juga menyatakan, pemerintahan daerah 
berhak menetapkan peraturan daerah dan perturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 15  Pemberian otonomi 
kepada daerah sejatinya merupakan konsekuensi dari penerapan kebijkan 
desentralisasi territorial. Wujudnya berupa hak, wewenang dan kewajiban 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Manifestasinya berupa penyerahan sebagian urusan pemerintah dan 
sumber-sumber pembiayaan kepada pemerintah daerah yang pada 
dasarnya menjadikan wewenang dan tanggung jawab daerah 
sepenuhnya.16 
a. Asas Desentralisasi  
Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda 
reaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut 
Joenarto,17 desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah 
Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan 
tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, 
mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-
badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu 
untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan 
desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak 
lain untuk dilaksanakan. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan 
                                                          
15 Ibid. hlm. 80 
16 Lukman Santisi Az. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika 
Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 
Hlm 82 
17Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal (Jakarta: Bina Aksara, 1992). 
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Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan 
Asas Otonomi.18 
Dessentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepala daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 19  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 7, mengartikan desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber yang besar 
dapat dihasilkan ditingkat daerah. Satu bentuk desentralisasi mungkin akan 
berhasil disebuah Negara, sedangkan di Negara-Negara lain desentralisasi 
tidak berhasil. Namun demikian, kekurangan–kekurangan yang dibuktikan 
oleh pengalaman sejumlah Negara yang berkembang tidak berarti usaha–
usaha itu harus dihentikan. Desentralisasi telah menciptakan hasil–hasil 
positif. Pertama, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang 
sebelumnya terbagikan) kedalam sumber-sumber pemerintah pusat telah 
meningkat. Kedua, desentralisasi telah meningkat partisipasi dalam 
sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada 
lembaga–lembaga Pemerintah Pusat. Ketiga, di sejumlah Negara 
peningkatan terjadi dalam kapasitas admnistrasi dan teknik 
pemerintah/organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan lambat. 
Keempat, organisasi–organisasi baru telah dibentuk ditingkat regional dan 
                                                          
18Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8) 
19Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir e 
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lokal untuk rencanakan dan melaksanakan pembangunan. Kelima, 
perencanaan ditingkat regional dan lokal demakin ditekankan sebagai satu 
unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan 
perspektif–perspektif dan kepentingan baru kedalam proses pembutan 
keputusan.20 
Pada hakikatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat 
yang berada dalam territorial tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan 
rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan 
sama sekali bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah. Ketegasan 
pernyataan otonomi milik masyarakat da masyarakat sebagai subjek dan 
objek otonomi perlu dicanangkan di masa depan untuk meluruskan 
penyelenggaraan otonomi daerah.21 
b. Asas Dekonsentrasi 
Dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan 
pemerintah pada alat–alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irwan 
Soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah  pelimpahan kewenangan 
penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, 
dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau 
pemerintahan atasannya) kepada alat–alat perlengkapan bawahan untuk 
menyelengarakan urusan–urusannya yang terdapat di daerah. 22 
Selanjutnya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9) 
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan 
                                                          
20Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindoPersada: Bandung, Hal 331-332 
21Lukman Santisi. Op.Cit. hlm. 79 
22Ibid.hal 332 
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yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal  di wilayah tertentu, atau 
kepada gubernur dan  bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum.Sedangkan asas tugas pembantuan adalah 
penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat atau dari  Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah provinsi. 
c. Asas Tugas Pembantuan 
Disamping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, kita dapati 
juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu “medebewind”, 
yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan 
sendiri aturan – aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang 
lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan 
sendiri (zelfuitvoering) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari 
pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.23 
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah provinsi. 24  Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 
                                                          
23Ibid.hal 334 
24Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) 
17 
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi 
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 
Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang timbul 
karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah, dapat juga 
diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut 
“deopgedragentaak” atau tugas yang diperintahkan, yang menurut 
ketentuan dalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 12 UU Nomor5 Tahun 1974 di 
sebut tugas pembantuan atau yang telah secara popular disebut orang 
serta-tantra, medebewindatau selfgoverment, yakni tugas untuk turut serta 
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 
daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya, 
dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada yang 
menugaskan.25 
4. Tugas dan Wewenang 
Tugas dan wewenang merupakan dua hal yang saling berhubungan, 
karena tidak ada tugas yang dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya 
wewenang yang jelas.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugas dan 
wewenang mempunyai arti sendiri: 
Tugas mempunyai arti: 
                                                          
25Ibid.hal.335 
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a. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk 
dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang 
terhadap pekerjaan yang dibebankan 
b. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu 
c. Fungsi/jabatan 
d. Fungsi yang boleh dikerjakan 
Wewenang mempunyai arti: 
a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak 
b. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain. 
c. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan 
Menurut Bagir Manan, bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak 
sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan 
kewajiban. Wewenang dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah hak 
yang memiliki pengertian kekuasaan mengatur sendiri dan mengelola 
sendiri.26 
Berbeda halnya dengan kekuasaan di mana kekuasaan mempunyai 
dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan 
hanya beraspek hukum semata. Artinya kekuasaan itu dapat bersumber 
dari konstitusi juga dapat bersumber dari luar konstitusi, sedangkan 
kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering 
disejajarkan dengan istilah wewenang. Menurut Philipus M. Hadjon, jika 
                                                          
26Ridwan HR. Op. Cit. Hlm. 99 
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dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah 
“bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah 
“bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum 
privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang 
seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.27 
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 
wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat 
keputusan pemerintah (bestUUr), tetapi meliputi wewenang dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang 
utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara 
yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.28 
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:29 
 
Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas 
kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga 
sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi 
lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh 
undang-undang dasar sedangkan kewenangan delegasi dan mandat 
adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 
 
Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu 
pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.  Komponen pengaruhlah 
bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan 
perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum berarti wewenang itu 
                                                          
27 Nuryanto A. Daim. 2014. Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian 
Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Laksbang Justitia. 
Surabaya. Hal. 38-39 
28Loc. Cit. 
29hilipus M. Hadjon. 2010. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas 
Trisakti. Hlm. 25 
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harus ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum 
mengandung adanya standar wewenang.30 
Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap 
segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang 
pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif 
maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya 
mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan 
kumpulan dari wewenang-wewenang. Misalnya wewenang 
menandatangani suatu surat keputusan oleh seorang pejabat menteri, 
sedangkan kewenangannya tetap berada ditangan menteri. 
Tindakan Pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang, 
karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindak 
pemerintahan. Wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-
undangan merupakan legalitas formal, artinya yang member legitimasi 
terhadap tindak pemerintahan, maka dikatakan bahwa substansi dan asas 
legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang yang diperoleh dari 
peraturan perundang–undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip Negara 
hukum yang meletakkan Undang–undang sebagai sumber kewenangan. 
Oleh karena itu berbicara tentang dasar–dasar wewenang bersangkut-paut 
dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas. Asas legalitas 
(legalitietbeginsel) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 
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Pemerintah Di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif. Rangkang 
Education Dan Republik Institute. Yogyakarta Dan Jakarta.Hlm. 47 
21 
dasar penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, khususnya dalam 
negara hukum. 
Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi Negara mengandung 
makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan 
yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang undang. Oleh 
karena itu asas legalitas merupakan asas yang menjadi landasan 
kewenangan pemerintah.31 
Sumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh 
melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indiriharto 
mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang 
pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan. Pada delegasi terjadilah perlimpahan suatu wewenang yang 
telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah 
memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau 
Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/ Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: 
a. Attributie: toekenning van een bestUUrsbevoegheid door een 
wetgever aan een bestUUrsorgaan, (atribusi adalah pemberian 
wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada 
organ pemerintahan). 
                                                          
31NomensenSinamo, 2010. Hukum Administrasi Negara, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 
Hal 91-92 
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b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene 
bestUUrsorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan 
wewenang pemerintahan lainnya). 
c. Mandaat: een bestUUrsorgaan laat zijn bevoegheid namens hem 
uitoefenem door een ander, (mandat terjadi ketika organ 
pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh 
organ lain atas namanya).32 
Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stronik dan J.G. Steenbeek 
menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh 
wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, “Erbestaanslechts twee 
wijzenwaaropeen organ aaneenbevoegdheid kan komen, namelijkatributie 
en delegatie”. Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa, Atribusi 
berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi 
menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah 
memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi delegasi 
secara logis selalu didahului oleh atribusi. Dalam hal mandate dikemukakan 
sebagai berikut. Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, 
tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandate tidak terjadi 
perubahan wewenang apapun setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal. 
Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan 
pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada 
pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, 
                                                          
32Ridwan HR, 2016. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
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sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada 
pada organ kementerian.33 
Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini 
terdapat syarat-syarat sebagai berikut. 
a. delegasi harus definitive dan pemberi delegasi (delegans) tidak 
dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah 
dilimpahkan itu; 
b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimemungkinkan kalau ada 
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 
c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan 
hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 
d. kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya 
delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang 
pelaksanaan wewenang tersebut; 
e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegansmemberikan 
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.34 
Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa wewenang yang 
diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh 
kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal tertentu dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang 
dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang 
sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan 
                                                          
33Ibid, hlm. 102-103. 
34Ibid.hal 104 
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wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan 
wewenang (atributaris).Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, 
yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada 
pejabat lainnya.35 
B. Urusan Pemerintah 
1. Urusan Pemerintah Absolut 
Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat.Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan keamanan, 
yustisi moneter dan fiskal nasional, dan agama. 36 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melaksanakan 
sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di 
Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas 
Dekonsentrasi.37 
2. Urusan Pemerintahan Konkuren 
Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota.Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.Urusan 
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pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar 
pelaksanaan Otonomi Daerah.38 
Konkuren adalah urusan pemerintahan yang penanganannya dalam 
bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara 
pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang 
bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan 
pemerintah ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada 
bagian urusan diserahkan kepada kabupaten/kota.39 
Urusan Pemerintahan konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 definisinya adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan 
kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.Penyelenggaraan 
urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 
diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat diselenggarakan dengan 
cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau 
kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas 
dekonsentrasi diselenggarakan dengan cara menugasi daerah 
berdasarkan asas tugas pembantuan. 
Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatanan 
territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang 
pada lokasi lintas Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi 
berada pada lintas kota/kabupaten, sedang untuk tingkat kota/kabupaten 
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berada pada era dalam kota/kabupaten.40Pembagian urusan pemerintahan 
konkuren, jika kita masuk kedalam bidang dan sub bidang, maka pusat, 
daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki porsi kewenangannya sendiri-
sendiri. 
a. Provinsi 
Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai 
nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah 
negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia 
terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. 
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
provinsi adalah Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 
kabupaten/kota Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 
kabupaten/kota Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak 
negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota dan/atau. Urusan Pemerintahan 
yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 
Daerah Provinsi.41 
Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang 
dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 
lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada 
rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga 
dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga 
berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi 
                                                          
40Diakses melalui Hukumpedia.com pada tanggal 31 Oktober 2016 di Makassar 
41Berdasarkan prinsip pada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan DaerahPasal 13 ayat (3) 
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bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. 
Gubernur bukan atasan bupati atau walikota,melainkan hanya sebatas 
membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi 
dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap 
pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan42. 
Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan 
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. 
Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan 
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah 
kabupaten/kota.43 
b. Kabupaten/Kota 
Pengertian Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di 
Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain 
kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. 
Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. 
Kabupaten bukan bawahan dari provinsi maka bupati atau walikota tidak 
bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten atau kota merupakan 
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daerah otonom yang diberi wewenang mengatur urusan pemerintahannya 
sendiri. 
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota adalah Urusan Pemerintahan yang lokasinyadalam Daerah 
kabupaten/kota urusan Pemerintahan yang penggunanyadalam Daerah 
kabupaten/kota urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak 
negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota dan/atau Urusan 
Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 
dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.44 
3. Urusan Pemerintah Umum 
Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai 
kepala pemerintahan. 45 Urusan pemerintahan umum adalah Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala 
Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada 
Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 
Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (5) meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 
dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian 
Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia pembinaan persatuan dan kesatuan 
bangsa pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, 
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ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, 
regional, dan nasional penanganan konflik sosial sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan koordinasi pelaksanaan tugas 
antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta 
keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 
dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan 
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Urusan 
pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh 
gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.Untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab 
kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.46 
 
C. Pendidikan 
Para pendiri bangsa telah menetapkan kebijakan arah pendidikan 
bangsa sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang- 
undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 
Agustus 1945. Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan 
sebagai salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia merdeka seperti 
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yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
alinea keempat yaitu: “mencerdasakan kehidupan bangsa yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial. Pola 
kebijakan pendidikan diIndonesia harus didasarkan pada nilainilai luhur 
bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada Pancasila. Pendidikan di 
Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia 
Indonesia yangberilmu dan cakap yang dilandasi kepribadian yang kuat, 
berakhlak mulia, serta berimandan bertakwa kepa Tuhan Yang Maha Esa. 
Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun  1945 hasil amandemen 
mempertegas kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia yaitu, 
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa.”47 
Dalam menjalankan sistem pendidikan nasional haruslah dirancang 
mekanisme yang baik, terencana, terarah dan terintegrasi dalam misi 
peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, atau 
pembangunan moral. Jadi kebijakan arah pendidikan nasional bangsa 
Indonesia yaitu untuk meningkatkan kualitasakhlak mulia serta keimanan 
dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.48 
Di bidang Pendidikan kewenangan pusat saat penetapan standar 
pendidikan,untuk provinsi berkewengan mengelola pendidikan menengah 
dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar.Pembagian urusan 
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pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan 
pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan 
strategis nasional.49 
Pendidikan sebagai sub-sistem sosial memiliki peran strategis dalam 
mendayagunakan potensi manusia agar menjadi lebih baik dan lebih 
matang, Dengan pendidikan, potensi manusia dikembangkan agar 
menjelma menjadi suatu kekuatan yang dapat dipergunakan dalam 
menjalani perannya sebagai manusia berkepribadian utuh yaitu memiliki 
integritas ilmu, amal, dan ikhlas. 
Melalui pendidikan kemampuan manusia terus diasah agar memiliki 
ketajaman dalam memecahkan berbagai hidup dan kehidupan, karena 
pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh UNESCO (Delor,1997) 
menekankan pentingnya empat pilar yang harus dilakukan dalam semua 
proses pendidikan, yaitu belajar untuk mengetahui belajar untuk berbuat, 
belajar untuk mandiri, dan belajar untuk hidup bersama. Sistem Pendidikan 
Nasional, menegaskan bahwa Pendididkan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 
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Pendidikan mengubah perilaku manusia dari yang tidak beradab ke 
kehidupan yang beradab karena pendidikan mengembangkan seluruh 
aspek kepribadian melalui transformasi nilai dengan cara mendidik, 
mengajar, dan melatih.50 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Instansi-Instansi 
ataulembaga-lembaga yang terkait dengan Pembagian Urusan 
Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Provinsi Dan Pemerintahan 
Kabupaten /Kota di Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Makassar  
B. Jenis dan Sumber Data  
 Dalam penyusunan proposal dibutuhkan data yang dapat digunakan 
untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan kesimpulan 
yang objektif. 
Dalam penyusunan proposal ini data yang diperoleh sebagai berikut: 
1. Data Primer  
Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui 
wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Pihak 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal 
dari perUndang-Undangan, literatur-literatur,buku-buku, tulisan-tulisan 
ilmiah serta sumber-sumber tercatat lain yang terkait dengan materi yang 
penulis bahas. 
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C. Jenis Penelitian 
1. Wawancara  
Yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan 
secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah pihak Dinas 
Pendidikan Kota Makassar dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis. 
2. Studi dokumen 
Yaitu mengumpulkan data yang bersumber pada Perundang-
Undangan, literatur, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait 
dengan objek penelitian penulis. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kuantitif. 
Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan 
penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di 
Bidang Pendidikan 
Salah satu cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termuat 
dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Cita tersebut kemudian 
ditransformasikan sebagai bagian hak asasi manusia yang dijamin dalam 
UUD NRI Tahun 1945. Penjaminan terhadap hak tersebut ditegaskan 
dalam Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa: 
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia”  
 
Selain sebagai hak asasi, pendidikan juga dipandang lebih sempit 
sebagai hak setiap warga Negara sebagaimana yang ditentukan dalam 
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat 
pendidikan”. 
 Dilain sisi, pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab Negara, 
dalam hal ini adalah pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan 
bahwa: 
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“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan undang-undang.”  
 
Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah merupakan bagian dari 
upaya untuk mewujudkan salah satu cita bangsa Indonesia yaitu untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 Dalam hal pendidikan pun, terdapat pembagian kewenangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. 
Dalam hal ini penulis menilai bahwa sistem tersebut merupakan penjabaran 
dari konsep desentralisasi yang dianut dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Pembagian urusan pemerintahan merupakan semangat 
desentralisasi yang bertujuan untuk mengembangkan setiap daerah melalui 
pemerintahan daerahnya tersendiri. Dalam hal pembagian urusan 
pemerintahan, Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa: 
“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintahan Pusat”.  
 
Ketentuan Pasal tersebut merupakan dasar dari adanya pembagian 
urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
 Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah yang merupakan konsep desentralisasi sejalan dengan 
amanat Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan 
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan 
keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI yang pada Pasal 1 
menyatakan bahwa: 
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Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara 
proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah 
 
Kebijakan desentralisasi dan otonomi pada dasarnya bertujuan 
untuk mengurangi dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan 
kebijakan, perencanaan, pengelolaan sampai dengan pelaksanaan 
pembangunan pendidikan nasional. Sentralisasi pengelolaan pendidikan 
ditengarai telah mengakibatkan pembangunan pendidikan kurang 
berkualitas, timbulnya kesenjangan, dan timbulnya ketidakadilan dalam 
pelayanan pendidikan. Dengan desentralisasi dan otonomi pendidikan, 
diharapkan daerah otonom ikut serta memikul tanggungjawab dalam 
pengelolaan dan pembangunan pendidikan sehingga partisipasi daerah 
dan masyarakat semakin menentukan dalam mencapai pelayanan 
pendidikan yang semakin bermutu, merata dan berkeadilan. 
Pembagian urusan pemerintahan tersebut diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun 
klasifikasi urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan 
bahwa: 
(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat. 
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi 
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 
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(5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
sebagai kepala pemerintahan. 
 
Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan 
yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota.Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah 
menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap 
urusan yang bersifat konkuren ini senantiasa ada bagian urusan yang 
menjadi wewenang pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang 
diserahkan kepada provinsi, dan ada pula bagian urusan yang diserahkan 
kepada kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan yang 
konkuren secara proposional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, 
daerah kabupaten atau kota disusunlah kriteria yang meliputi eksternalistis, 
akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian 
hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antara tingkat 
pemerintahan.51 
Adapun urusan pemerintahan konkuren terbagi atas urusan 
pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan pilihan52. Adapun yang 
dimaksud denngan urusan pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan 
Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa: 
Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar 
 
                                                          
51Diakses melalui digilib.unila.ac.id pada tanggal 13 Februari 2017 di Makassar. 
52 Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 
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Selanjutnya urusan pemerintahan yang wajib diatur dalam Pasal 12 
ayat (1) yang menetapkan “pendidikan” sebagai salah satu urusan 
pemerintahan konkuren yang bersifat wajib. Ketentuan pasal tersebut 
menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap 
manusia. Hal inipun sejalan dengan amanat Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945. 
Selain pengaturan di atas, Pengaturan terkait pembagian urusan 
pemerintahan dibidang pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya 
disebut sebagi UUSISDIKNAS). Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dinyatakan bahwa “Wajib belajar adalah program pendidikan 
minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung 
jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”, ketentuan Pasal tersebut 
sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan 
bahwa “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya”.  
Terkait hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah diatur 
Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai hak dan kewajiban 
pemerintah dan pemerintah daerah menyatakan bahwa: 
Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, 
membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
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Selanjutnya hal tersebut diatur jugal dalam Pasal 11 yang 
menyatakan bahwa: 
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan 
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya 
dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga 
negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 
 
Pelaksanaan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan 
telah membawa arah dan harapan baru bagi terciptanya manajemen 
pelayanan pendidikan yang semakin baik, semakin bermutu dan 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Tetapi 
sebagai sebuah kebijakan, desentralisasi dan otonomi pendidikan 
nampaknya tidak serta merta akan membawa kearah yang lebih baik 
apabila tidak secara cermat menjabarkannya. Hal ini mengingat kondisi 
setiap daerah yang berbeda-beda, sehingga tingkat kebutuhan daerah 
tersebut juga berbeda-beda. 
Terkait dengan hal tersebut maka menurut penulis pembagian 
pengaturan urusan pemerintah konkuren dalam Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dalam menjalankan 
segala aturan yang berhubungan pemerintah konkuren dalam daerah harus 
berlandaskan UUD NRI 1945 mengenai pendidikan, sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 sebagai berikut: 
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya 
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang 
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(4) Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 
nasional. 
 
Sebagaimana uraian Pasal diatas, dalam Pasal 31 ayat (3) tentang 
pendidikan dan kebudayaan, maka menurut penulis bahwa isi dari Pasal 31 
ayat (3) bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
diatur dengan undang-undang. Oleh karena  itu pendidikan harus berjalan 
sesuai dengan aturan yang telah di sepakati dan pendidikan ini harus 
merata untuk semua bangsa indonesia. 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
yang mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan maka lahirlah aturan 
yang khusus dalam menjalankan pendidikan pada skala nasional yang 
disebut Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) aturan ini menjalankan 
seluruh mekanisme dan wewenang di bidang pendidikan dalam hal itu 
penulis akan menguraikan isi dari aturan sistem pendidikan nasional. Hal 
tersebut diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
menegaskan bahwa : 
“Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti 
oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah.” 
 
 Uraian dalam Pasal tersebut menjelaskan, bahwa pendidikan 
sangatlah penting untuk mencerdaskan setiap masyarakat yang 
42 
berkebangsaan Indonesia, untuk itu dalam peraturan SISDIKNAS 
menekankan persoalan pendidikan wajib untuk seluruh warga negara 
indonesia dan pemerintah bertangung jawab penuh dalam menjalankan 
sistem itu terkhusus untuk pemerintah daerah dalam memberikan 
pendidikan di setiap daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 sebagai 
berikut: 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan 
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya 
dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara 
yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 
 
Bahwa Pasal tersebut lebih menekankan aturan pemerintahan pusat 
dan pemerintahan daerah saling berkaitan untuk dapat menjalankan sistem 
pendidikan sebagaimana sudah di tetapkan dalam aturan SISDIKNAS. 
Sebagaimana yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 sebagai berikut : 
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ; 
dan 
f. sosial. 
 
Terkait penelitian yang diangkat oleh penulis pengaturan urusan 
pemerintah konkuren yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya di bidang pendidikan. 
Peran pemerintah dalam melaksanakan pendidikan pada otonomi 
daerah, pemerintah masih saja mempertahankan bentuk-bentuk 
kewenangan di dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas sejak berlakunya 
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi yang 
sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahkan 
sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12, bidang pendidikan 
mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Urusan 
Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar. Untuk bidang pendidikan termasuk dalam 
kategori urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Dilaksanakannya otonomi daerah tidak serta merta membuat 
pemerintah pusat secara otomatis lepas tangan dengan begitu saja. 
Pemerintah Pusat juga memiliki wewenang untuk menentukan pedoman 
anggaran biaya pendidikan. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan 
bagi daerah dalam menentukan anggaran pendidikan yang akan dipakai 
dalam satu tahun. Adanya pengawasan dari pemerintah dapat mencegah 
pengutan liar atau penyalahgunaan yang lain dalam hal anggaran sekolah. 
Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan lainnya yaitu 
penetapan kalender pendidikan, dimana pemerintah pusat harus 
menetapkan hari aktif untuk kegiatan belajar setiap tahunnya, selain itu 
pemerintah juga melihat tingkat pendidikan dimana setiap tingkat 
pendidikan memiliki jam efektif untuk belajar setiap minggunya berbeda, 
semakin tinggi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) maka 
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akan semakin bertambah jam belajar efektifnya. Kewenangan-kewenangan 
yang dimilki oleh pemerintah pada dasarnya adalah pedoman paling dasar, 
dimana setiap sekolah atau instansi pendidikan lainnya dapat 
mengembangkan dasar penetapan tersebut. Pemerintah pusat lebih 
berperan dalam hal pengawasan pelaksanaan pendidikan agar mutu 
pendidikan dapat ditingkatkan dan penyelenggaraan kegiatan belajar 
mengajar tidak menyimpang dari pedoman pendidikan. Adanya standar-
standar yang ditetapkan oleh pemerintah ditujukan agar pendidikan di 
Indonesia mengalami kemajuan dan persamaan disetiap daerahnya. 
Meskipun dalam kenyataannya, persamaan disetiap daerahnya berbeda, 
namun hal itu tertutupi dengan adanya standar nasional yang diwujudkan 
oleh adanya ujian nasional di berbagai tingkat pendidikan. 
Sehingga penulis menguraikan bagian kewenangan pemerintah 
daerah dan kota dalam mengatur konkuren di bidang pendidikan, 
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dijelaskan pembagian urusan pemerintahan bidang 
pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dijelaskan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan, 
Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Perizinan 
Pendidikan, Bahasa dan Sastra.yaitu:  
1) Manajemen Pendidikan 
 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) hanya mengelola manajemen pendidikan 
pada: 
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a) Penetapan standar nasional pendidikan (SNP), dan; 
b) Pengelolaan pendidikan tinggi.  
Sedangkan pengelolaan pendidikan menengah (Dikmen) dan 
pendidikan layanan khusus (disabilitas/SLB) menjadi kewenangan 
Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota akan menangani 
pengelolaan pendidikan dasar (Dikdas) dan Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) serta Pendidikan Nonformal (PNF). 
2) Kurikulum 
Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) mendapatkan kewenangan menetapkan kurikulum 
nasional pendidikan baik pendidikan menengah (Dikmen), 
pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan anak usia dini (PAUD), dan 
pendidikan nonformal (PNF). Pemerintah Provinsi memiliki 
kewenangan menetapkan kurikulum pendidikan muatan lokal 
pendidikan menengah (Mulok Dikemen) dan pendidikan layanan 
khusus. Sementara itu Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 
menetapakan kurikulum pendidikan muatan lokal pada jenjang 
pendidikan dasar (Mulok Dikdas), kurikulum pendidikan muatan lokal 
pendidikan anak usia dini (Mulok PAUD) , dan kurikulum pendidikan 
muatan lokal pendidikan nonformal (Mulok PNF) 
3) Akreditasi 
Seluruh proses akreditasi mulai dari PAUD, Dikdas , Dikmen, PNF 
dan Perguruan Tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 
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Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak memiliki 
kewenangan dalam proses akreditasi. 
4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) memiliki kewenangan dalam pengendalian formasi 
pendidik, pemindahan pendidik. Pemerintah Pusat juga mempunyai 
kewengan untuk melakukan pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan lintas provinsi. Pemerintah Provinsi diberikan 
kewenangan memindahkan pendidik dan tenaga kependidikan lintas 
Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi. Sedangkan Pemerintah 
Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan dalam pemindahan 
pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu daerah 
Kabupaten/Kota tersebut.   
5) Perizinan Pendidikan 
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin 
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dan memberikan izin terhadap penyelenggaraan 
pendidikan satuan asing. Pemerintah Provinsi bertugas memberikan 
izin penyelenggaraan pendidikan menengah swasta yang 
diselenggarakan oleh masyarakat dan izin pendidikan khusus yang 
diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara Pemerintah 
Kabupaten/Kota akan menerbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan 
Dasar (Dikdas) dan penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini 
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(PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang diselenggarakan 
oleh masyarakat. 
6) Bahasa Dan Sastra  
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk Pembinaan Bahasa 
dan Sastra Indonesia. Sedang Pemerintah Provinsi hanya memiliki 
kewenangan dalam pembinaan bahasa dan sastra yang 
penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah 
provinsi. Untuk kewenangan kabupaten/kota pembinaan bahasa dan 
sastra yang penuturannya lintas daerah dalam kabupaten/kota 
tersebut. 
Lebih lanjut berdasarkan dari hasil penelitian penulis maka tindak 
lanjut penetepan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan baik 
dalam bentuk pengaturan daerah provinsi, dan peraturan gubernur yaitu 
dengan adanya peralihan dalam hal ini faktor penghambat pada Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semua 
berjalan efektif sesuai kewenangan provinsi per tanggal 1 Januari 2017. 
Kemudian tindak lanjut berkaitan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan provinsi dalam hal ini 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawei Selatan yang telah membentuk tim yang 
diatur dalam surat Gubernur yang dialihkan P3D (Personil, Prasarana, 
Dokumentasi) berdasarkan format Mendagri sudah dilakukan mulai pada 
tanggal 1 oktober 2016 sesuai dengan edaran Mendagri. Selanjutnya terkait 
kewenangan beberapa hal kebijakan daerah bisa kemungkinan terjadi pada 
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saat peralihan SK. Namun, yang terjadi adanya pelaksanaan mutasi dari 
beberapa Kabupaten/Kota meskipun telah ada edaran Mendagri untuk tidak 
melakukan mutasi karena terkait dengan pendataan. Anjuran edaran 
Mendagri terlaksana Kabupaten/Kota Provinsi sudah ada dalam data P3D 
16.383 khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA dan SMK telah 
dilakukan pendataan terkait penganggaran yang diajukan pada tahun 2017. 
Salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan menindaklanjuti Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
tertuang dalam peraturan gubernur sementara dalam proses 
penandatanganan, peraturan gubernur terkait dalam teknis pelaksanaan 
pengelolaan pendidikan menengah dan khusus berdasarkan kewenangan 
provinsi.53 
Adapun faktor penghambat salah satunya adalah adanya 
pembebanan karena dengan adanya Undang-Undang semua dilakukan 
sesuai dengan Undang-Undang, sehingga pembebanan di APBN 2017 itu 
membengkak terutama dibidang pendidikan, dan lebih lanjut adanya faktor 
penghambat lainnya yaitu persoalan komunikasi di daerah Kabupaten/Kota 
tetapi itu semua sudah dimasukkan dalam berita acara terkait P3D, Bupati 
beserta Sekertaris Daerah dan disaksikan DPR dan DPRD.54 
                                                          
53Hasil wawancara Bapak H. Ruslim selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah 
Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Januari 
2017 jam 14:01 
54 Hasil wawancara Bapak A. Mappisau selaku kasubag Menegah Kejuruan Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Januari 2017 jam 12:07 
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Untuk daerah Sulawesi Selatan dalam menyikapi tentang Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal 
sarana dan prasarana hanya memindahkan pencatatan pengelolaan 
karena sarana prasarana yang memanfaatkan daerah Kabupaten/Kota. 
Biro aset yang menangani langsung kendalanya yang satu atap (lokasi) 
SMP karena dihitung dengan neraca dan semua diserahkan pada biro 
aset.55 
Sementara tindak lanjut penetapan pendidikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baik 
dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota 
Kota Makasar adapun implementasinya SMA/SMK beralih dari kota ke 
provinsi terkait P3D yang beralih ke provinsi sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun 
faktor penghambat dan pendukung yaitu hanya sisi waktu yang sangat 
singkat untuk melakukan pendataan untuk P3D. Namun yang menjadi 
kendala dari segi aset karena ada beberapa SMA/SMK alamatnya tidak 
jelas dalam artian belum memiliki sertifikat dan semuanya yang terkait 
SMA/SMK sudah disampaikan ke provinsi dan pada dasarnya kendala 
hanya pada waktu pendataan P3D yang hanya sedikit Kabupaten/Kota dan 
provinsi yang dengan segera mau menangani masalah ini. Adapun faktor 
pendukung adalah cukup tersedianya data di Kabupaten/Kota, misalnya 
                                                          
55 Hasil wawancara Bapak A. Mappisau selaku kasubag Menegah Kejuruan Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 januari 2017 jam 12:07 
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data personil telah cukup tersedia di samping itu juga ditunjang oleh sumber 
daya manusia pengelola pendataan yang telah memadai.56 
Namun yang terjadi justru ditingkat provinsi banyak masalah karena 
pada tingkat provinsi sumber daya manusianya kurang memadai sementara 
yang akan dikelola berskala besar dalam satu provinsi sehingga untuk itu 
sumber daya manusianya tidak siap seperti halnya dalam penyediaan 
kantor. Sebenarnya Kabupaten/Kota sebelum adanya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengalami 
masalah dalam hal pengalihan aset hanya saja provinsi harus 
mempersiapkan secara dini berbagai aspek seperti sumber daya manusia 
dan pendanaan karena sampai sekarang guru yang beralih ke provinsi 
belum mendapatkan gaji.57 
Sejatinya pemerintah daerah kabupaten/kota tidak kehilangan 
urusan pemerintahan. Namun, hanya kehilangan sub urusan pemerintahan 
saja . Secara umum keberadaan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyerap atau 
mengabsorpsi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 
beberapa bentuk perubahan, sehingga materi muatannya mengatur 
mengenai pembagian urusan pemerintahan. Dengan demikian sejatinya 
Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan mutatis mutandis sudah tidak 
                                                          
56Hasil wawancara Bapak Ahdar Saleh dari dinas Pendidikan kota Makassar pada tanggal 
19 januari 2017 jam 14:00 
57Hasil wawancara Bapak Ahdar Saleh dari dinas Pendidikan kota Makassar pada 
tanggal 19 januari 2017 jam 14:00 
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memiliki kekuatan hukum mengikat karena secara subtansi, telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Meskipun tidak ada pembatalan Peraturan Pemerintah Pembagian 
Urusan dan tidak mungkin suatu Undang-Undang secara eksplisit 
menyatakan mencabut peraturan pemerintah, namun berdasar pada asas 
les superiori derogate legi inferiori maka, Peraturan Pemerintah Pembagian 
Urusan akan ditegaskan dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melakukan perubahan 
pembagian, 
Urusan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintahan pada level 
tertentu. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah juga melakukan simplikasi urusan. Maksudnya, 
apabila dalam Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan banyak urusan 
yang dirinci menjadi beberapa sub-sub urusan atau beberapa urusan, 
kemudian dalam rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, hal tersebut dipadatkan menjadi satu urusan..58 
Otonomi Daerah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi 
Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya undang-
undang pemerintahan daerah maka pemerintah daerah mempunyai 
wewenang penuh dalam mengadakan pembangunan di daerahnya masing-
                                                          
58 Dian Agung WicaksoNomor 2015. Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan 
Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu 
HukumVolume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]. Universitas 
Padjadjaran. Bandung. Hlm.476 
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masing 59  Sebagaimana dikemukakan Hoessein, 60  otonomi daerah 
merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat 
lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 
Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah berlaku, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia 
bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah mengenal dua macam urusan pemerintahan, yaitu 
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.  
Pada dasarnya urusan pemerintahan wajib yang diatur didalamnya 
juga dibagi berdasarkan tingkatan pemerintahannya dengan pembedaan 
pada skala atau cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lebih menitikberatkan otonomi 
pada pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan penuh 
hampir di setiap urusan pemerintahan 61  Sebagaimana kewenangan di 
bidang pendidikan dasar dan menengah sepenuhnya menjadi kewenangan 
pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pemerintah provinsi hanya 
                                                          
59Rozali Abdullah, 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah 
secara Langsung, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 12. 
60Hoessein, B. 2001.Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari 
Sudut Pandang HukumTata Negara, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya 
Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam 
Kerangka Good Governance, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 
61Lihat lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007 
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berkewenangan dalam konteks urusan yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota 
saja 62  Sehingga pada bidang pendidikan sub urusan akreditasi tingkat 
kewilayahan yang hilang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten pada rezim 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
akreditasi merupakan sub-sub bidang, dimana provinsi dan kabupaten 
masih memiliki kewenangan. 
 
B. Implikasi Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren 
Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota 
Di era otonomi daerah dewasa ini banyak permasalahan tentang 
peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional 
khususnya menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas yang 
mengharuskan sistem pendidikan mencetak sumber daya Indonesia yang 
berkualitas prima dan mampu bersaing secara internasional. Melihat 
kenyataan adanya perbedaan kualitas antar daerah maka campur tangan 
pemerintah merupakan suatu keharusan. Persoalannya mengenai campur 
tangan pemerintah pusat tanpa mengurangi hak otonomi daerah dalam 
mengurus pendidikannya. Selain itu, dengan munculnya masalah 
pendidikan multicultural, campur tangan pemerintah pusat perlu dibatasi.63 
Sehingga untuk itu pemerintah pusat melalui Undang-Undang No 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pembagian dalam hal ini 
secara langsung memberikan pembatasan mengenai kewenangan antara 
                                                          
62  Budiyono, Muhtadi dan Ade Arif Firmansyah. 2015. Dekonstruksi Urusan Pemerintahan 
Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 
Nomor 67 Th. XVII (Desember, 2015) PP 419-432. Hlm 423-424. 
63H.A.R. Tilaar. 2009. Kekuasaan dan pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional Dalam 
Pusaran Kekuasaan. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm.222 
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pemeirntah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan 
Kabupaten/Kota dalam menangani masalah pendidikan melalui pembagian 
urusan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. 
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari sistem otonomi daerah 
yang digunakan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang memiliki 
wilayah yang sangat luas dengan beragam etnis dan budaya yang ada di 
Indonesia, pemberian otonomi kepada daerah sekolah menjadi salah satu 
pilihan tepat untuk memfasilitasi terjadinya akselerasi pembangunan di 
daerah. Menurut Bagir Manan, istilah “otonomi” erat kaitannya dengan sifat 
dari urusan rumah tangga daerah. Artinya, dengan penyerahan atau 
pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk 
secara bebas (zelfstandig) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai 
dengan kepentingan daerahnya. Mengingat wilayah negara dan 
kemajemukan serta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya 
kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk 
berkembang secara mandiri, maka perlu dibangun sendi penyelenggaraan 
pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok 
atau bertumpu pada otonomi.64 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait 
                                                          
64Ibid. hal. 422-423 
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pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan. 
Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan 
pemerintahan konkuren tersebut. Ada beberapa urusan pemerintahan 
konkuren yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota 
kemudian menjadi kewenangan provinsi. Perubahan dasar pelaksanaan 
otonomi daerah tersebut membawa pengaruh yang sangat besar dalam 
pelaksanaan tugas pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah 
Kabupaten/Kota. Melalui perubahan tersebut akan berimplikasi pada aspek 
kepegawaian dan aset daerah karena jika kewenangannya dialihkan tentu 
saja unsur pelaksana dan asetnya juga harus beralih.65 
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi 
dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan pemerintahannya sama, 
perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan 
Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang 
sifatnya tidak hierarkis, namun tetap akan terdapat hubungan antara 
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam 
pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan 
kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Pembagian urusan 
kokuren pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih menitik beratkan pada 
pemerintah Provinsi.66 Banyak kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota 
yang tersebar dalam urusan pemerintahan konkuren yang sebelumnya 
                                                          
65Ibid. hal. 421 
66Lihat lampiran Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan 
pemerintah provinsi. Peralihan kewenangan tersebut seperti kewenangan 
di bidang perizinan pertambangan dan pendidikan Sekolah Menengah Atas 
sederajat. Beralihnya kewenangan tersebut tentu membawa konsekuensi 
tersendiri.  
Adapun berkaitan dengan pemindahan kewenangan di bidang 
pendidikan menengah (SMA sederajat) akan membawa implikasi yang 
sangat besar berkaitan dengan perpindahan tenaga pengajar dan tata 
usaha maupun aset sekolah tersebut. Persoalan perpindahan status aset 
dan kepegawaian sekolah tersebut dapat menjadi polemik antara 
pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah Provinsi. Kebijakan ini 
tentu saja dapat merugikan peserta didik yang ada karena ketidakjelasan 
status mereka.  
Implikasi lainnya yaitu perubahan struktur organisasi perangkat 
daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan hal yang 
tidak terelakan. Demikian pula halnya dengan Pemerintahan Daerah 
Provinsi. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, 
penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan 
fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya. Pergerakan kelembagaan 
organisasi perangkat daerah tersebut, berdampak pada mobilisasi sumber 
daya baik manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan.  
Hal ini lah yang cukup merepotkan pemerintahan daerah. Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur 
bahwa mobilisasi sumber daya tersebut harus sudah selesai dilakukan 
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paling lama dua tahun terhitung sejak diundangkan. Kemudian perubahan 
berdampak pula pada peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera 
dicabut. Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodir 
kewenangan baru harus direvisi.67 
Menurut Ahdar Saleh, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka telah dilakukan peralihan 
P3D Kota Makassar ke Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan hanya 
SD, SMP, dan TK. Terkait implikasi hukum karena peralihan ini berdasarkan 
Undang-Undang pemerintah Kabupaten/Kota wajib hukumnya 
melaksanakan peralihan P3D terkait dengan adanya regulasi yang 
seharusnya masih ada regulasi di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai petunjuk teknis (juknis) yang 
mengatur tentang peralihan P3D karena sampai sekarang ini belum ada 
aturan untuk itu. Jadi dasar peralihan P3D, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya ada regulasi baik 
berupa peraturan menteri yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan 
peralihan P3D, sehingga ada yang dicantumkan dalam lampiran 
pengelolaan pendidikan.  
Jadi perlu adanya muatan lain terkait peraturan lebih lanjut tentang 
penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sampai sekarang ini belum ada Peraturan Menterinya. Tetapi 
                                                          
67 Reghi Perdana. 2016.Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Biro 
Hukum Kementerian PPN/Bappenas. Hal. 4 
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karena ini amanat undang-undang yang sifatnya wajib maka segera 
diimplementasikan meskipun petunjuk yang sifatnya teknis dan operasional 
itu sampai sekarang belum ada.  
Berkaitan dari segi penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sifatnya sudah kuat karena telah 
diundangkan memang memerlukan aturan berupa juknis karena undang-
undang bahasannya umum belum terlalu opersional sehingga perlu adanya 
aturan yang mengatur di bawah undang-undang tersebut.68 
Selanjutnya mutasi guru menurut dinas pendidikan kota makassar 
bahwa selama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang menyangkut Edaran Mendagri tidak boleh 
beralih SMA ke SMP hanya bisa mutasi sepanjang selevel. Mutasi kota ke 
provinsi ada proses dan digaji sampai 2016 SK terbit 1 oktober rentang 
waktu masih pemerintah kota yang mengaji.69 
Dengan besarnya potensi polemik dari perpindahan kewenangan di 
bidang ini akan membuat pelaksanaan otonomi daerah di bidang 
pendidikan menjadi tidak efektif dan efisien dikarenakan polemik 
perpindahan asset sekolah. Dari perspektif rule of law di mana setiap 
tindakan pemerintahan harus dilandaskan pada dasar hukum tertentu, 
pembagian urusan pemerintahan konkuren pemerintah daerah akan dilihat 
cerminan rule of law yang substantif atau hanya rule of law yang bersifat 
formalitas saja sebagaimana rule of law mencakup legalitas formal, hak 
individual, demokrasi, bahkan juga menambahkan kesejahteraan sosial. 
                                                          
68Hasil wawancara Bapak Ahdar Saleh dari dinas Pendidikan kota Makassar 
69Hasil wawancara Bapak Ahdar Saleh dari dinas Pendidikan kota Makassar 
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Sehingga pemerataan pendidikan dapat berkualitas meskipun ada 
pembagian urusan pemerintahan yang konkuren di bidang pendidikan demi 
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pengaturan urusan pemerintahan konkuren dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di bidang 
pendidikan telah termasuk dalam kategori urusan wajib yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga pembagian urusan 
pemerintahan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dijelaskan 
dalam sub urusan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, 
Pendidik dan Tenaga Pendidik, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan 
Sastra adapun kriteria yang meliputi ekstranalitas, akuntabilitas dan 
efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar 
susunan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota. 
2. Implikasi hukum pembagian urusan pemerintahan konkuren antara 
provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu terjadi polemik dari perpindahan 
kewenangan di bidang pendidikan sehingga membuat pelaksanaan 
otonomi daerah di bidang pendidikan menjadi tidak efektif dan efisien 
dikarenakan penetapan konkuren menganggu pelayanan tidak 
efektif termasuk perpindahan aset sekolah. 
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B. Saran  
1. Agar pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi yang baik 
sehingga dapat mengurangi tumpang tindah kewenangan ataupun 
kesenjangan antar pemerintah daerah. 
2. Agar pemerintah daerahbaik pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi dalam melaksanakan 
urusan pmerintahan yang konkuren dibidang pendidikan demi 
terwujudnya cita-cita otonomi daerah. 
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